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BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan
Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan
kepada Partai Politik serta transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai
Politik, perlu dilakukan pemberian bantuan keuangan
kepada Partai Politik dalam Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik yakni Bupati/Walikota memberikan
bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat
daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di
DPRD kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Nagan
Raj'a Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliha
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Undang-Undang
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah
(Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor
4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya
Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPAT1 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I



-4-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang
penghitungannya berdasarkanjumlah perolehan suara.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten,
selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan
Qanun.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, selanjutnya
disingkat DPRK.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBK
diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRK.

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan secara proposional yang perhitungannya
berdasarkanjumlah perolehan suara.

Pasal 3
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Pasal 3

Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBK diberikan
kepada Partai Politik di Kabupaten yang mendapatkan kursi
di DPRK.

Pasal 4

(1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada
Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
penghitungannnya berdasarkan pada jumlah perolehan
suara hasil Pemilu DPR Kabupaten.

(2) Jumlah Perolehan suara hasil Pemilu DPR Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
hasil perhitungan suara secara nasional yang ditetapkan
oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

(1) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
dalam Kabupaten Nagan Raya yang mendapatkan kursi di
DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

(2) Bantuan nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dinaikkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah mendapatkan
persetujuan Menteri Dalam Negeri.

BAB III
PENGAJUAN DAN PENYALURAN

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 6

(1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada
pemerintah daerah untuk menyalurkan dana bantuan
keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.

(2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh pengurus daerah partai politik
tingkat kabupaten kepada Bupati Nagan Raya.

(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan
lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat
Kabupaten Nagan Raya.
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Pasal 7

Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan
administrasi sebagai berikut:
a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan

Susunan Kepengurusan DPC partai politi kabupaten atau
sebutan lain yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan
lainnya yang dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai
Politik;

b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) Partai Politik;

c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan
kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRK
yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten;

d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan
dengan pernyataan pembukaan nomor rekening dari bank
yang bersangkutan;

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai
politik diperioritaskan untuk pendidikan politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan
keuangan yang bersumber dari APBK tahun anggaran
sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuanganjdan

g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan
bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam
penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-
undangan apabila memberikan keterangan yang tidak
benar yang ditandangani Ketua, Sekretaris, dan
Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan
menggunakan kop surat partai politik.

Bagian Kedua
Panyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 8
Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai
Politik tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Bupati Nagan
Raya.

BAB IV
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Partai Politik wajib membuat laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.

(2) Untuk
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(2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik
wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti
penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan
keuangan.

Pasal 10

Partai Politik wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK secara
berskala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 12

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 13

(1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati
batas waktu atau tidak menyerahkan laporan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan
bantuan keuangan APBK pada tahun anggaran
berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa
oleh BPK.

(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
tahun anggaran berikutnya.

(3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal I Qktober 2020 M

15 Shafar 1442 H

|bupatÿjaga|jRAYAÿ?

M.KJAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal Z Qktober 2020 M

Shafar 1442 H

/a.n. BUPATI NAGAN RAYA f\
Pit. SEKRETARIS DAERAH(V

SDPMARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : %~L


